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PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

      PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Tangerang, 24 Desember

1994,  umur  28 tahun,  agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman

di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten,

sebagai Penggugat;

melawan

     TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tangerang,  03 Febuari 1979,  umur 43

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan  Swasta,  tempat  kediaman  di  XXXXX,

KABUPATEN  TANGERANG,  Provinsi  Banten,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tanggal  10 Januari  2023

telah  mengajukan  permohonan  cerai  gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tigaraksa,  dengan  Nomor

295/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  XXXXX,  KABUPATEN

TANGERANG, Provinsi Banten, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor  XXXXX tertanggal 23 Maret 2015;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

terakhir di  kediaman  orang  tua  Tergugat  yang  beralamatkan  di  XXXXX,

KABUPATEN TANGERANG, Provisi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul), sudan  dikaruniai 3 (tiga)

orang anak;

3.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Tangerang 21 April 2002 umur

20 tahun;

3.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Tangerang, 30 Juni 2009 umur

13 tahun;

3.3. ANAK III  PENGGUGAT dan  TERGUGAT,  Tangerang,  27  Desember

2016 umur 6 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat  berjalan  dengan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Februari  2020

keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat mulai  tidak  harmonis

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

4.1. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

4.2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

4.3. Tergugat sudah tidak pulang ke rumah bersama;

5. Bahwa,  puncaknya  pada  bulan  Juni  2021, sehingga  sejak  itu

Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya

suami istri; 

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir batin

dan Penggugat  tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat

serta  Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah

tangga dengan Tergugat oleh  karenanya Penggugat berkesimpulan satu-

satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan

Tergugat;

7. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan  gugatan ini  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor 9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu
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Penggugat  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Tigaraksa

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

      Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm));

3. Menetapkan biaya perkara  sesuai  dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Subsider:

    Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang 02 Februari 2023, tanggal 09 Februari 2023 dan

tanggal  16 Februari  2023  Penggugat  tidak  hadir  di  persidangan  dan  tidak

mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sekalipun telah

diperintah dan dipanggil  secara resmi dan patut untuk hadir  di  persidangan,

sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa  pada hari sidang tanggal  02 Februari 2023, tanggal

09 Februari 2023 dan tanggal  16 Februari 2023  Penggugat Penggugat  tidak

hadir  di  persidangan tidak  mengirimkan wakil  atau  kuasanya untuk  hadir  di

persidangan,  sehingga  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  dilanjutkan
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pemeriksaannya, karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara di

pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat tidak  bersungguh-sungguh

dalam  mengajukan  perkaranya,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  dengan  digugurkannya  gugatan  Penggugat,  maka

Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian

Penggugat berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

      Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain

yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

2. Membebankan  kepada Penggugat untuk

membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah  Rp885.000,00 (delapan  ratus

delapan puluh lima ribu rupiah

Demikian putusan ini  dijatuhkan pada hari  Kamis tanggal  16 Februari

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, berdasarkan

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asnita dan Drs.

Abd. Halim Zailani sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

hakim  anggota  tersebut  serta  Zukhairriyah  Abdillah,  S.H.I.  sebagai  panitera

pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
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Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

        Hakim Anggota                     Hakim Anggota

       Dra. Hj. Asnita                Drs. Abd. Halim Zailani

                            Panitera Pengganti

                      Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.

2.

3.

4.

5.

Pendaftaran

Proses

Panggilan

PNBP Panggilan I

Redaksi    

Materai

J u m l a h

Rp30.000,00

Rp75.000,00

Rp740,000,00

Rp20.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp885.000,00 (delapan  ratus  delapan

puluh lima ribu rupiah); 
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